
BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2001 berimplikasi pada

perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian

sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya penentuan alokasi

ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan mengacu pada realisasi anggaran tahun

sebelumnya dengan sedikit peningkatan (incremental) tanpa merubah jenis atau

pos belanja (line-item). Sistem ini disebut sistem anggaran berimbang dan dinamis

(line-item and incremental budgeting). Setelah otonomi daerah, tepatnya pada

tahun 2003, pendekatan anggaran yang digunakan adalah anggaran berbasis

kinerja (performance-based budgeting).

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja proyek

pembangunan (capital expenditure) merupakan sebuah proses yang syarat dengan

kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan

secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik

dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran

menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam

memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003; Ablo dan

Reinikka, 1998).



Konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal

sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama

pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal

tersebut. Konsep multi-term expenditure framework (MTEF) menyatakan bahwa

kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan

kemampuan keuangan pemerintah daerah (budget capability) dalam pengelolaan

aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

 UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda,

Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi

Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan

tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli

Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan

semua Seharusnya dana transfer dari dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah

daerah.Pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk

meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana

tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

          Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja

modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan  prasarana, baik untuk

kelancaran pelaksanaan tugas  pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh

karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah

daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah



lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih

(2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk

hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan

pendapat tersebut, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah

hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat

ini menyiratkan pentingnya mengaloksikan belanja untuk berbagai kepentingan

publik.

 Berdasarkan latar belakang di atas  peneliti mengabmil judul " Pegaruh

Dana Alokasi Umum  (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap

Belanja Modal".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut :

"Apakah pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU)

berpengaruh terhadap belanja modal?".

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan suatu bukti empiris pada pengaruh

pandapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran

belanja modal.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat tujuan dan permasalahan yang telah diuraikan maka penalitian ini di

harapkan bermanfaat bagi:



1. Manfaat bagi pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal

penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBD dan APBN, serta UU

dan PP yang menyertainya.

2. Manfaat bagi lembaga pendidikan

Sebagai tambahan literatur pustaka perpustakaan UMG yang nantinya

dapat di gunakan sebagai bahan studi banding bagi mahasiswa khususnya.

3. Manfaat bagi peneliti

Untuk menerapkan teori yang di dapat dibangku kuliah serta memperluas

wawasan berfikir.


